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1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai negara hukum tentu memiliki
konsekuensi segala bentuk keputusan, perbuat, tingkah laku serta norma-norma
yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum berdasrkan
Undang-Undang atau dengan kata lain memiliki legitimasi hukum.

Di antara sekian banyaknya aturan hukum yang ada, salah satu di
antaranya terdapat aturan hukum yang mempunyai fungsi menjaga ketentraman
masyarakat dari pelanggaran kaidah hukum, yaitu yang biasa disebut dengan
hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu bagian hukum yang hidup di
Indonesia harus mampu mewujudkan tujuan hukum pada umumnya. “Tujuan
hukum tersebut mempunyai tiga unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan
keadilan.”

Upaya untuk menanggulangi kejahatan adalah menggunakan hukum
pidana, dengan sanksi berupa pidana. Pidana adalah suatu penderitaan atau
nestapa pada orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-
undang. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan
norma yang diakui oleh hukum. Inilah sebabnya hukum pidana dianggap sebagai

ultimum remedium, yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya pada cabang-

! Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty,
1988, him. 14.



cabang hukum lainnya tidak mempan. Jadi, hukum pidana adalah semua aturan-
aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya
dijatuhi.®

Menjaga hubungan antar manusia agar lebih harmonis, sampai
menciptakan sebuah hubungan dalam institusi yang sah yang kemudian disebut
dengan perkawinan sampai perkawinan tersebut ingin dibubarkan sehingga
muncullah istilah-istilah tindak pidana dalam perkawinan dengan klasifikasi
kejahatannya masing-masing. Di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang
secara otentik diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia. Untuk Negara yang
menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kesakralannya, mutlak adanya Undang-
Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan
memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan
telah berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur
dengan lengkap dan rinci mengenai perkawinan, namun ada saja penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu penyimpangan yang
dilakukan oleh masyarakat adalah kejahatan asal usul perkawinan, kejahatan
terhadap asal usul perkawinan ini terjadi karena adanya kesenjangan antara apa
yang seharusnya dengan apa yang terjadi, seharusnya perkawinan terjadi karena

keinginan seorang lelaki dan seorang wanita untuk mengikatkan diri menjadi

3 Pompe dalam Mohammad Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Medan, USU Press,
2017, him 3.



sepasang suami istri tanpa adanya kebohongan dan rahasia yang membuat suatu
perkawinan menjadi tidak sah.*

Adapun asas-asas yang dijadikan sebagai fondasi atau batang tubuh
terbentuknya Undang-Undang Perkawinan yang dihayati oleh bangsa Indonesia
yakni;

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal.

2. Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan
hukum agama dan kepercayaannya, untuk kemudian dilakukan
pencatatan sesuai aturan.

3. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan.

4. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga
melangsungkan perkawinan

5. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga
yang bahagia dana kekal sejahtera, maka diaturlah prinsip untuk
memeprsulit terjadinya perceraian

6. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.>

Kejahatan asal usul perkawinan diatur didalam Pasal 279 ayat (1) dan (2)
KUHP yang berbunyi :

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

* M.Yusuf, Reza Okva Marwendi, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Asal-Usul Perkawinan Menurut Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana: Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/Pn Pdg”, Jambi, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.03,
No. 02, Magister IImu Hukum, Universitas Jambi, Universitas Bung Hatta, 2019, him 266-267.
>Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan, Bandung, Refika Aditama, 2016, him. 22.



1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui
bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah
ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui
bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain
menjadi penghalang untuk itu.

(2).Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah
ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.®

Indonesia khususnya Kabupaten Bintan telah terjadi tindak pidana
kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Hal ini menjadi suatu kejahatan yang
masih belum banyak masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Bintan ketahui,
dikarenakan minimnya informasi mengenai kejahatan asal usul perkawinan.
Adapun disposisi kasus berdasarkan putusan nomor: 116/Pid.B/2022/PN Tpg
bahwa sejak Bulan November 2020 H dan DSS menjalin hubungan pacaran dan
telah melakukan hubungan badan diluar nikah, yang mana sekitar bulan April
2021 DSS hamil. Atas hal tersebut H menikahi DSS, dengan acara akad nikah
dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA)
Tanjungpinang Barat dengan terlebih dahulu melengkapi administrasi pencatatan
pernikahan antara lain Surat Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Galang dan Surat Pengantar Perkawinan dan Keterangan Asal
Usul dari Kantor Kelurahan Galang Baru, hingga pernikahan H dengan DSS
dicatatkan oleh bapak SK selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan kutipan akta nikah Nomor

074/04/V/2021 tanggal 07 Mei 2021. Setelah dilangsungkannya pernikahan, DSS

® Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 279.



dan H tidak tinggal satu rumah, bahkan hingga DSS melahirkan putra pertamanya
H tidak pernah menemuinya dan H juga tidak melakukan pembaruan data
kependudukan.

Bahwa sekira Bulan November 2021 H memperkenalkan N kepada
orangtua dari H sebagai pacar H dan H juga ada mengatakan kepada orangtua H
bahwa pernikahan dengan DSS sedang dalam pengurusan perceraian. Kemudian
sekira Bulan Desember 2021 H menghubungi A yang merupakan ayah kandung H
mengatakan hendak menikah dengan N secara sah dan meminta tolong diuruskan
surat rekomendasi nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang
dan Surat Pengantar Perkawinan dan Keterangan Asal Usul dari Kelurahan
Galang Baru sebagai persyaratan untuk mengadakan perkawinan di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara.

Setelah seluruh persyaratan Administrasi dilengkapi oleh H kemudian
sekira Tanggal 19 Januari 2022 H mengajukan pendaftaran Pernikahan di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara dengan melampirkan persyaratan
administrasi yang menerangkan status pernikahan H ialah JEJAKA/BELUM
KAWIN, hingga akhirnya Pernikahan H dengan N dicatatkan oleh bapak J selaku
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara dengan kutipan
akta nikah Nomor : 0024/011/11/2022 tanggal 12 Februari 2022.

Selanjutnya melangsungkan akad nikah dan acara resepsi pernikahan pada
hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 di halaman sebuah rumah yang terletak di JI.
Manggar Gg. Abdul Karim Kampung Sakera RT.01 RW.02 Kelurahan Tanjung

Uban Utara Kabupaten Bintan. Bahwa H melangsungkan pernikahan dengan N



tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari DSS yang masih berstatus sebagai istri
H.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan di Polsek Bintan
Utara, menurut keterangan dari bapak BS selaku penyidik yang menangani kasus
ini bahwa DSS istri pertama H datang melaporkan suaminya yang telah menikah
lagi tanpa izin darinya ke Polsek Bintan Utara dengan membawa bukti berupa
buku nikah. Setelah mendapat laporan Unit Reskrim langsung mengamankan H
ditempat pernikahannya bersama N, setelah mengamankan H polisi melakukan
upaya mediasi agar masalah ini dapat diselasaikan secara kekeluargaan hal
tersebut ditolak olen DSS selaku pelapor dan istri pertama H, perkembangan
kasus ini sudah masuk ketahap 1 dan berkas perkara sudah dilimpahkan
kekejaksaan, saat ini H dititipkan ditahanan Polres Bintan Utara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul: “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Asal Usul Perkawinan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bintan Utara

(Studi Kasus Putusan No. 116/Pid.B/2022/PN Tpg)



1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas, dapat ditarik
rumusan masalah sebagai berikut. Apakah faktor-faktor yang mendorong
seseorang melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Kabupaten

Bintan ?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan
penelitian yakni: Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong seseorang

melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ialah untuk mengetahui apa saja yang didapatkan dari

suatu penelitian. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua (2) bagian, ialah:

1.4.1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan
berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu kriminologi khusunya dalam hal

kejahatan terhadap asal usul perkawinan sebagai ilmu bantu dalam hukum pidana.



1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan
adanya penelitian ini memberikan informasi serta pemahaman kepada
masyarakat dan masukan bagi aparat penegak hukum terkait dengan tindak

pidana kejahatan asal usul perkawinan.
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